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Abstrak. Pertumbuhan Kota Palembang makin berkembang membentuk Kota Metropolitan, diimbangi 
dengan pembangunan sarana dan prasarana/infratruktur. Masih dijumpai permasalahan kekumuhan 
wilayah, salah satunya di Kelurahan Kertapati, yang terjadi sejak lama dan belum ada solusi. Dalam 
perencanaan tata ruang, Kelurahan Kertapati direncanakan sebagai kawasan industri. Kelengkapan 
sarana dan prasarana kota menjadi faktor utama urbanisasi ke sekitar Kecamatan Kertapati. 
Pertumbuhan wilayah metropolitan yang masif menyebabkan beban kota melebihi daya dukungnya 
sehingga membentuk kawasan permukiman kumuh. Kelurahan Kertapati termasuk dalam kategori 
kumuh perkotaan dengan tipe permukiman kumuh dataran rendah dan kumuh teritorial. Konflik status 
kepemilikan tanah antara masyarakat dan PT. KAI menjadi salah satu faktor penyebab kekumuhan. 
Tujuan penelitian ini adalah teridentifikasinya status kepemilikan tanah, penyebab kumuh, dan solusi 
perencanaan pengembangan perumahan dan permukiman serta pengelolaan prasarana wilayah.  Metode 
yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis Likert, dan analisis 
kebutuhan ruang untuk mengetahui kebutuhan tempat tinggal dan infrastruktur di Kelurahan Kertapati. 
Hasil penelitian status kepemilikan tanah menunjukkan bahwa masih dalam perselisihan. Faktor utama 
penyebab kekumuhan wilayah adalah sampah, kestrategisan lokasi pemukiman, dan jarak arah pandang 
antarbangunan. Simpulan penelitian ini adalah program relokasi dan pembangunan perumahan di 
kawasan baru dengan lahan seluas 25 Ha di desa Kemas Rindo kerjasama antara Pemerintah, PT. KAI 
dan sektor swasta serta masyarakat, dengan pembangunan rumah secara vertikal dan horizontal yang 
dilengkapi dengan infrastruktur wilayah. 
Kata kunci: Permukiman kumuh, Kecamatan Kertapati, Kota Metropolitan 
 
 
1. PENDAHULUAN  
Kota metropolitan yang bertumbuh dan berkembang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 
infrastruktur kota sudah selayakya tanpa kawasan permukiman kumuh. Penataan sarana prasarana 
perumahan dan permukiman harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah setempat. Pemasalahan kekumuhan perumahan dan permukiman sangat penting 
diatasi dalam pembetukan kota metropolitan yang layak huni. Kelurahan Kertapati termasuk dalam 
katagori kumuh perkotaan dengan tipologi kumuh permukiman dataran rendah (SK Walikota, No.488 
2014).  Kelurahan ini terletak di Kecamatan Kertapati yang merupakan penyangga kota Palembang 
dengan pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1.01 % dibandingkan tahun 2017 (BPS Kota 
Palembang, 2018), baik dari angka kelahiran maupun dari urbanisasai. Kelurahan Kertapati berlokasi 
di daerah yang sangat strategis  yang dilengkapi oleh Terminal Kereta api Tipe A, dan terminal tipe C 
Kayajaya. Kecamatan ini memiliki beberapa pusat perekonomian, perdagangan dan jasa,seperti pasar 
Induk, pasar Sungki dan lainnya (RTRW SumSel 2016-2036). Lokasi yang strategis dan sarana 
prasarana yang cukup lengkap  menyebabkan penduduk enggan untuk pindah.  
Kelurahan Kertapati direncanakan sebagai Kawasan Industri (RTBL Palembang, 2016-2036) 
dengan luas wilayah 51 Ha, jumlah penduduk 11.259 jiwa, 4.221 KK dan kepadatan 220,8 per Ha 
serta terdiri atas 36 RT dan 7 RW. Jenis bangunan permanen sebanyak 581 unit, semi permanen 731 
unit, kayu 506 unit. Luas permukiman kumuh 41 ha (PDA, 2015). Terdapat tiga titik permukiman 
kumuh, yaitu di pesisir sungai Ogan, di sekitar kawasan terminal kereta api, dan di bagian belakang 
perumahan karyawan PT. Batubara. Konflik  status legalitas kepemilikan tanah sampai saat ini masih 
terjadi. PT.KAI mengakui secara sah terhadap kepemilikan tanah melalui peta Groone Kaart 
peninggalan Belanda (BPN Kota Palembang, 2009)  sedangkan sebagian besar masyarakat mengklaim 
atas kepemilikan tanah secara legal yang dibuktikan dengan sertifikat tanah dengan status hak milik, 
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untuk dibangun rumah dengan sistem sewa tanah kepada Managemen PT.KAI dengan besaran harga 
sesuai yang disepakati. Tujuan penelitian adalah: 
a. Teridentifikasinya status kepemilikan tanah, kondisi bangunan hunian dan sarana prasarana 
infrastruktur permukiman, faktor penyebab kekumuhan permukiman di Kelurahan Kertapati.   
b. Teridentifikasinya kebutuhan hunian beserta sarana parasana  infrastruktur permukiman secara 
umum di kawasan relokasi sebagai solusi dalam perencanaan, pengembangan perumahan dan 
permukiman serta pengelolaan prasarana wilayah.   
2. TINJAUAN PUSTAKA 
Kota Metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan inti dengan 
kawasan perkotaan di sekitarnya yang memiliki keterkaitan fungsional dan dihubungkan dengan 
sistem jaringan prasarana wilayah saling terintegrasi, dengan jumlah penduduk  minimal satu juta jiwa 
(Undang-Undang No. 26 tahun 2007). Smith (dalam Suparni dan Endy, 2015) mengungkapkan slum 
sebagai permukiman legal dengan kondisi fisik lingkungan yang menurun kualitasnya. Squatters 
adalah permukiman liar dengan lahan ilegal yang tidak tertata dengan kondisi struktur bangunan yang 
tidak sesuai standar konstruksi dan kesehatan dan dengan sarana prasarana infrastruktur yang tidak 
menunjang.  
Menurut Suparlan (1984), kawasan permukiman kumuh adalah kawasan permukiman dengan 
hunian dan sarana prasarana infrastruktur yang tidak lengkap, menurun kualitas ataupun tidak sesuai 
dengan standar kebutuhan serta kesehatan, sedangkan menurut Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016 
tentang kriteria kawasan permukiman kumuh dibagi menjadi kriteria fisik alami meliputi daya dukung 
lahan rendah dengan kondisi lahan yang beresiko, kriteria fisik binaan yang terbagi menjadi empat 
bagian, yaitu: 
a. Struktur dan pola tata letak yang tidak tertata dan kualitas sarana prasarana infrastruktur tidak 
memadai. 
b. Kepadatan Bangunan/Ha, pulau Jawa >300 bangunan/Ha dan luar pulau Jawa >200 bangunan/Ha 
c. Kepadatan penduduk, dihitung dari jumlah jiwa/ha, dan dibedakan di pulau Jawa > 750 Jiwa/Ha, di 
luar pulau Jawa >500 Jiwa/Ha. 
d. Ketidaklayakan huni yang dicirikan oleh rata-rata luas per jiwa<7,2 M2 atau < 28,8 M2 per KK dan 
struktur material bangunan rumah substandar >50% dari total rumah. 
Tahapan penentuan kawasan kumuh berdasarkan Permen PUPR No.02/PRT/M/2016 pada seleksi awal 
secara umum memiliki karakteristik wilayah seperti berikut: 
a. Kesesuaian lokasi dengan Perencanaan Ruang (RTRW, RTBL, RTRWD, RDTR). 
b. Kesesuaian kondisi fisik dan kulitas sarana prasarana serta utilitas. 
c. Kepadatan penduduk dan bangunan 
d. Kondisi fisik bangunan. 
e. Kondisi sosial, perekonomian dan angka penyakit akibat kondisi lingkungan yang tidak sehat. 
Menurut Dharma (2012), peremajaan permukiman kumuh di Angke, Kemayoran dan Pulo Gadung 
DKI Jakarta merupakan strategi implementasi yang efekif. Parameter yang dianalisis meliputi dimensi 
ekonomi, sosial, budaya, teknis dan planologis. Hasil analisis tentang peremajaan lingkungan kumuh 
menyangkut kesiapan lingkungan sosial dan kelembagaan masyarakat dengan sistem ganti rugi bagi 
penghuni lama untuk membayar uang KPR rumah susun. 
 
3. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Identifikasi status tanah, bangunan hunian, 
sarana prasarana infrastruktur dilakukan untuk mendapatkan data penyebab kekumuhan dan tingkat 
kekumuhan. Hasil pengolahan data jawaban responden, dihitung bobot kekumuhan, analisis terhadap 
lahan baru relokasi melalui analisis peta dan perhitungan luasan ruang hunian dilakukan untuk  
merencakan kebutuhan hunian beserta sarana prasarana infrastruktur di lahan relokasi Kelurahan 
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 Penelitian ini menggunakan survey  kuesioner, wawancara dan observasi kepada masyarakat dan 
tim ahli. Penentuan jumlah sampel dalam survey kuesioner menggunakan rumus Solvin (1960) dan 
teknik pengambilan sampel secara rendom, sehingga didapat 100 responden dari masyarakat dan 20 
responden dari tim ahli. Penyebaran kuesioner kepada mayarakat dibagi menjadi dua zona, yaitu 
kawasan permukiman kumuh Kelurahan Kertapati dan di Kelurahan Kemas Rindo. Penyebaran 
kuesioner dan wawancara kepada Tim Ahli dilakukan kepada instansi terkait. Pengumpulan data 
sekunder didapat melalui literatur, buku, internet. Penelitian ini dilakukan di permukiman kumuh 
Kelurahan Kertapati  dan di lahan yang dijadikan lokasi relokasi kawasan baru 25 Ha, yaitu Kelurahan 
Kemas Rindo. Kondisi kepadatan permukiman penduduk di Kelurahan Kertapati dapat dilihat pada 
gambar 1. 
 
Gambar 1. Lokasi Permukiman Penduduk Kelurahan Kertapati 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
4.1. Analisis Tingkat Kekumuhan  
Jawaban responden terhadap tingkat kekumuhan di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. 
 






Nilai Rentang Jawaban Masyarakat  =   1100  –  80 
      3 
       =       340 





Nilai Rentang Jawaban Ahli  =     900  –  80  
                                           3 
                           =     273 
Tingkat kekumuhan  kumulatif  =    340 + 273  
                                                               2 
   =     306 
 
Kategori kawasan sangat kumuh berada pada nilai 250 -350, katagori kawasan kumuh sedang 
berada pada nilai 149 – 249, dan katagori kawasan tidak kumuh berada pada nilai 50 – 148. 
Berdasarkan hasil perhitungan bobot tingkat kekumuhan diketahui kondisi permukiman penduduk di 
Kelurahan Kertapati dengan status sangat kumuh, dengan nilai skor 306.  
Berdasarkan informasi dari ketua adat Kelurahan Kertapati, Kelurahan Kemas Rindo dan  
management PT. KAI. dahulu management PT. KAI menyiapkan lahan sebesar 25 Ha untuk dibangun 
perumahan yang diperuntukan bagi masyarakat permukiman penduduk di Kelurahan Kertapati yang 
Jawaban Masyarakat Durasi Nilai Durasi Keterangan 
Nilai 50 22 1100 ∑ tertinggi 
Nilai 30 3 90 ∑ sedang 
Nilai 20 4 80 ∑ terendah 
Ahli Durasi Nilai  Durasi Keterangan 
Nilai 50 18 900 ∑ tertinggi 
Nilai 30 7 210 ∑ sedang 
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akan direlokasi. Lahan baru tersebut terletak di Kelurahan Kemas Rindo. Akan tetapi wacana tersebut 
tidak dilegalisasikan dan belum disosialisasikan ke manajemen PT.KAI dan masyarakat Kelurahan 
Kertapati. Hal ini karena belum diketahui sistem pembiayaaan dan pembangunan. Oleh karena itu, 
diperlukan negosiator yang dapat menyatukan pendapat antara PT. KAI, Pemerintah, masyarakat 
untuk memecahkan masalah hibah tanah dan sistem pembangunan maupun  sistem relokasi. Setelah 
didapat keputusan tentang rencana hibah tanah, selanjutnya dilakukan analisa peta terhadap tapak 
lahan relokasi, analisis kebutuhan hunian dan infratruktur pada lahan 25 Ha Kelurahan Kemas Rindo. 
Berdasarkan kondisi lahan rencana lokasi relokasi seluas ± 25 Ha  terdiri atas dua lahan, lahan seluas ± 
18 Ha,  dan lahan seluas ± 7 Ha. Diharapkan dapat menampung sebanyak ± 4.221 kepala keluarga 
(KK) yang tinggal di Kelurahan Kertapati. Lokasi relokasi dapat dilihat pada gambar 2a dan 2b 
 
Gambar 2a dan 2b Lahan relokasi Kelurahan Kemas Rindo Luas 25 Ha 
 
4.2. Analisis Program Penataan Permukiman Kumuh  
Analisis kesesuaian program relokasi ke Kelurahan Kemas Rindo dilakukan menggunakan skala 
Likert. Berdasarkan hasil analisis data didapatkan informasi tentang keinginan dan harapan atas 
program relokasi. Berikut simpulan dari analisis tersebut: 
a. Katagori sistem pembayaran dengan tenor 10 sampai 15 tahun, besaran uang kredit sebesar Rp. 
500.000 s/d Rp. 1.500.000 per bulan. Memberikan  daya tarik  bagi masyarakat. Diharapkan 
diberi kemudahan dalam pengurusan sistem berkas dan administrasi untuk memiliki rumah 
tersebut (proses perbankan). 
b. Untuk katagori vitalitas ekonomi, kawasan baru terletak dekat pusat kota (skor 90%) dan dapat 
dijadikan untuk permukiman (skor 90%) memberikan keyakinan kepada msayarakat bahwa 
lokasi relokasi dapat dijadikan tempat tinggal baru dan dekat dengan sumber mata pencaharian. 
c. Hasil jawaban masyarakat terhadap katagori vitalitas ekonomi dan sarana prasarana yang akan 
dibangun di kawasan baru memiliki variasi total skor 86% – 89%.  
d. Untuk katagori kepemilikan  tanah  dan rumah  memiliki total skor 71% - 78% (tinggi), 
masyarakat sangat setuju dengan status kepemilikan tanah yang akan dimiliki masyarakat 
(SHM), namun masih khawatir akan janji yang diberikan oleh pemerintah dan swasta tidak 
dapat terpenuhi, masyarakat sangat berminat dengan program relokasi ini. 
e. Hasil jawaban masyarakat terhadap kondisi lahan berupa tanah rawa ditimbun dengan skor 61% 
(tinggi), masyarakat berharap penimbunan tidak mengakibatkan kawasan sekitar menjadi banjir 
dan stuktur konsturiksi rumah yang dibeli tidak rusak(retak/penurunan).  
 
4.3. Analisis Ruang Dan Kebutuhan Hunian  
Perencanaan penataan ruang hunian dan infrastruktur mengacu pada Tata Cara Perumahan dan 
Lingkungan (SNI 03.1733, Tahun 2004), Tata Cara Pembangunan Rumah Susun (SNI 03.2845 Tahun 
1992), Tata Cara Kepadatan Bangunan Hunian Kumuh (SNI 03.2846 Tahun 1992) dan Petunjuk 
Teknik Kasiba Lisiba (Peraturan Menteri nomor 32 Tahun 2006). 
Pada perencanaan bangunan di lahan 18 Ha yang akan dibangun rumah tapak dengan dua tipe luasan 
sebagai berikut: 
 
4.3.1 Rencana Kebutuhan Hunian 
4.3.1.1.Tipe 36/72 m2 
Dengan perhitungan kebutuhan untuk satu kepala keluarga yang terdiri 3–4 orang (ayah + ibu + 1 
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4.3.1.2.Tipe 48/90 m2  
Dengan perhitungan kebutuhan untuk satu kepala keluarga yang terdiri aatas 3–4 orang (ayah + ibu + 
2orang anak) dalam rumah, maka dapat dilihat pada tabel 4. 
 
Tabel 4. Perhitungan Rencana perhitungan luas Rumah pada lahan  18  H 
 
Direncanakan lahan 18 Ha akan dibangun rumah tapak tipe 36/72m2 dan tipe 48/90 m2 yang akan 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang sebuah kawasan permukiman. 
Berdasarkan perhitungan n didapat sebanyak 981 unit hunian rumah tapak, sedangkan pada lahan 
7 Ha direncanakan dibangun rusunawa dan rusunami, dengan asumsi 1 tower dapat menampung 58 
unit hunian tipe 36 M2 dengan luas bangunan rusun 12,751 m x 61.250 m dengan ketinggian empat 
lantai. Total unit hunian pada cluster besar dan kecil adalah 2.779 unit dengan harapan penyediaan 
tersebut dapat menampung kebutuhan masyarakat yang bersedia direlokasi  ± 50% - 60 % dari 4.221 
KK atau 2.000  – 3000 Kepala Keluarga. Perhitungan unit hunian yang dapat dibangun di lokasi 
relokasi dapat dilihat pada tabel 5. 
Tabel 5.  Kebutuhan hunian 
` Pembagian lahan Keterangan 
Ha m2 m2 m2 m2 
18      
180.000  
                            
54.000  
 Embung 30%  x lahan 
                            
33.012  
 Total untuk jaringan jalan (26,2%) dari luas lahan 
non embung 
7.68    Total lahan fasos (6,1%) 
                            
85.302  
       76.772   lahan bangunan & RTNH 
 Lahan bangunan 90 %  
640 rumah 36/72 (60%) dr lahan 
341 rumah 48/90 (40%) dr lahan 
981 Unit rumah tapak 
         8.530   RTNH (10%) untuk parkir dll 
Luas lahan 
kecil 
21.000  Embung (30%  x  lahan) 
7        
70.000                              
12.838  
 Total untuk jaringan jalan (26,2%) dari luas lahan 
non embung 
                              
2.989  
 Total lahan fasos (6,1%) 
                            
33.173  
       29.856   lahan bangunan & RTNH  
 Lahan bangunan 90% 
1.102 Rusunawa T.36 (14,750 x 63,250 ) x 58 unit 
696 Rusunami T.36 (14,750 x 63,250 ) x 58 unit 
1.798 Total unit rusun 
         3.317   RTNH (10%) untuk parkir dll 
Peruntukan luas Perkiraan Kebuthan luas  
ruang  
Luas  
Luas lantai pelayanan ( 2 x 9,6)+ ( 1 x 4,8 ) 33,6 m2 
Total luas lantai pelayanan  70%  m2 
tipe 36/72 Total luas lahan 57,12 m2 
Peruntukan luas Perkiraan Kebutuhan Luas Ruang Luas  m2 
Luas lantai pelayanan ( 2 x 9,6)+ (2 x 4,8 ) 28,8 
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` Pembagian lahan Keterangan 
Ha m2 m2 m2 m2 
    Total unit 
hunian 
  981 unit rumah tapak 
    1.798 58 unit x 17 blok tower 
      2.779   
 
4.3.2 Rencana Sarana Prasarana Sosial 
Rencana di lahan relokasi yang akan dibangun rumah tapak dan rumah susun akan dilengkapi dengan 
sarana lingkungan dengan fungsi penyelenggaraan pengembangan perekonomian, sosial, budaya, 
sarana ibadah, kesehatan, perdagangan, pelayananan umum (dapat dilihat pada gambar 3) 
 
Gambar 3. Site Plan Kawasan Relokasi 
Keperluan sosial bagi masyarakat relokasi direncanakan akan dibangun beberapa jenis sarana, dengan 
prakiraan kebutuhan luas lahan untuk 7.500 jiwa,  dapat dilihat pada tabel 6. 
 
Tabel 6. Rencana Kebutuhan Lahan untuk Sarana Sosial  
 
4.3.3. Kebutuhan Sarana Ibadah 
Berdasarkan SNI (03-1733-1989) tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota, 
kebutuhan atas sarana peribadahan yang dapat dibangun di lahan baru berupa masjid warga yang 
diperuntukkan penduduk sejumlah 7.500 jiwa (lihat tabel 7) 
 









untuk  7500 
jiwa 
Kebutuhan  luas 
lahan untuk  
7500 jiwa 
Kriteria 












2 Pos hansip 2500 6 12 0,06 18                          36   Berada di akses ke 
luar masuk dari 
kelompok 
bangunan   
3 gardu listrik 2500 20 30 0.012 60                          90   Perletakkan di 








2500 - 30 0.012                           90   Disebar pada 
lokasi yang 
staregis di pusat 
pelayanan 
lingkungan   
      




2500 - 100 0,04                          300   Diletakkan di 
lokasi pelayanan 
umum warga  
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4.3.4. Sarana Ruang Terbuka Hijau 
Sarana ruang terbuka pada lahan relokasi dapat berupa taman dan lapangan olah raga. Perkiraan 
penggunaan untuk 7.500 jiwa dan diletakkan di pusat hunian pada lahan 18 Ha dan 7 Ha. 
 
4.3.5. Fasilitas Pendidikan 
Terdapat tiga SD, satu SMP dan satu SMA di Kelurahan Kemas Rindo yang memfasilitasi kebutuhan 
akan fasilitas pendidikan bagi penduduk yang direlokasi, namun belum ada fasilitas taman kanak-
kanak dan PAUD di  Kelurahan Kemas rindo, hal ini perlu direncanakan untuk memenuhi kebutuhan 
pendidikan anak usia dini. 
 
4.3.6. Perencanaan Embung 
Lahan relokasi dengan luas 25 Ha merupakan lahan rawa pasang surut, maka perlu dilakukan 
perhitungan dalam pembangunan perumahan dengan sistem timbunan. Perlu dibuat embung agar tidak 
terjadi banjir di kemudian hari. Volume embung direncanakan dapat menampung 30.000 m3 
air/embung, sedangkan untuk menampung sisa  air  keseluruhan lahan relokasi direncanakan sodetan 
di area terluar lahan (sungai rambut). Adapun kebutuhan luasan embung dapat dilihat pada tabel 8 
Tabel 8. Total kebutuhan Embung 
Luas Lahan relokasi Daya Tampung Air Keterangan 
Ha M2 M2 M3 air M3 air 
18      180.000         54.000      embung lahan besar 
             1,5     ± Kedalaman rawa  
270.000   M3 air yg akan ditampung 
324.000  + 20% penambahan air 
 60.000 dibagi 2 embung (luas 1 Ha x 3m) x 2 titik 
 264.000 1 aliran sungai mengairi sekeliling lahan 18 Ha 
7        70.000         21.000    embung lahan kecil 
1,5   ± Kedalaman rawa  
210.000  M3 air yg akan ditampung 
252.000  + 20% penambahan air 
 30.000 1 aliran sungai mengairi sekeliling lahan 18 Ha 
 222.000 embung lahan kecil 
 
4.4. Perencanaan sarana infrastruktur dan utilitas 
4.4.1 Jalan  
Jalan yang direncanakan adalah jalan utama dan jalan penghubung lingkungan. Kebutuhan jaringan 
jalan di lahan relokasi direncanakan sebesar 26,2% dari luasan lahan yeng telah dikurangi embung, 

























             
126.000  
26,2%                 33.012  
               
49.000  
26,2%                 12.838  






Gambar Potongan A-A                                                                  Gambar. Potongan B-B    
Gambar 4.   Layout jalan lingkungan perumahan 
Rencana lebar jalan yang akan dibangun di kawasan baru dengan kondisi jalan lingkungan perumahan 
per blok lebar jalan 4 meter dengan bahu jalan 0.5 – 1 meter, jalan terdiri atas satu  jalur. Jalan akses 
utama masuk ke perumahan lebar 8 meter dengan bahu jalan 1 -1,5 meter terdiri atas dua  lajur. 
 
4.4.2. Drainase  
Kondisi lahan relokasi adalah lahan rawa, sebesar 80% dengan kedalaman 0,5 - 1 meter. Perlu 
direncanakan sistem drainase dan penampungan air pengganti dapat berupa kolam retensi atau 
embung. Pembangunan prasarana drainase di perumahan menggunakan drainase sistem terbuka dan 
tertutup. Perumahan pada lahan 18 Ha direncanakan untuk pembangunan perumahan tapak harus 
memenuhi standar pengaliran 0.40 – 0,60%, sedangkan pada cluster kecil yang diperuntukkan bagi 
pembangunan rusun harus memenuhi standar koefisien pengaliran 0,50 – 0,90%. Asumsi lebar 
penampang atas jaringan drainase 60 cm, penampang bawah 40 cm dengan kedalaman 60 cm. 
Kemiringan saluran minimum 2% dengan peil tidak melebihi peil banjir. Pada drainase tertutup, pada 
tiap perubahan arah dilengkapi dengan lubang kcontrol, dan pada bagian saluran yang lurus lubang 
kontrol ditempatkan setiap 3 meter. Hal itu berfungsi untuk menampung kotoran-kotoran yang 
terbawa air buangan yang dapat dilakukan pengecekan secara berkala. 
 
4.4.3 Saluran Air Kotor atau Limbah  
Perhitungan besaran limbah dengan asumsi satu unit rumah maksimal lima orang, cakupan layanan 
85%, jumlah pemakaian air 150 liter/jiwa/hari, persentasi air limbah 80%, perhitungan sebagai berikut.  
Jumlah penduduk          = 7.500 jiwa. 
Populasi yang dilayani   =  jumlah penduduk x cakupan layanan =  7.500 jiwa x 85% 
                                       = 6.375 jiwa  
Timbulan Air Limbah   = persentasi air limbah x jumlah jiwa/unit x pemakaian air 
                                      = 80% x 5 x 150  ltr/jiwa/hari = 600 ltr/hari = 0,6 m³/hari 
Rincian perhitungan pelayanan limbah dapat dilihat pada tabel 14. 
 
Tabel.10 Perhitungan Pelayanan Limbah 
No Uraian Satuan  Standar perhitungan 
1 Jumlah penduduk jiwa 7500 
2 Cakupan layanan % 85% 
3 Populasi yang dilayani Jiwa 6375 












SEMINAR NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA BERKELANJUTAN 
2019 
 
5 Persentase air limbah terhadap air bersih  % 80% 
6 Timbunan air limbah m2/hari 0,6 
7 Produksi lumpur tinja ltr/jiwa/hari 30 
    m2/tahun 33 
 
4.4.4. Jaringan Air Bersih 
Di sekitar lahan relokasi saat ini telah dipasang jaringan sekunder air bersih sehingga masyarakat 
dapat terlayani oleh PDAM unit pelayanan kecamatan Kertapati. Asumsi kebutuhan air bersih bagi 
7.500 jiwa dengan kebutuhan 120 liter/orang/hari. Perkiraan kebutuhan air bersih di lahan baru adalah:  
a. Kebutuhan perorangan = 120 liter/orang/hari x 7.500 orang  
              =  900.000 liter/hari,  
a. Kebutuhan untuk pusat kegiatan lingkungan 20% x kebutuhan perorangan   
             =  20 % x  900.000  = 180.000  liter/hari 
b. Kebutuhan cadangan = 20% x 900.000 
             =180.000 
Maka jumlah kebutuhan air total untuk lahan relokasi sebesar 900.000 + 180.000 = 1.080.000 liter/hari 
 
4.4.5. Tempat Penampungan Sampah 
Dengan standar fasilitas persampahan di permukiman baru berdasarkan sumber volume sampah  dapat 
dilihat pada tabel 11. 
Tabel 11. Fasilitas Pembuangan sampah 
No Uraian Satuan Prakiraan Perhitungan 
1 Jumlah Penduduk 
 
Jiwa 7.500 
2 Cakupan Pelayanan 
 
% 90% 
3 Populasi yang dilayani 
 
jiwa 6.750 
4 Rata rata timbunan sampah ltr/jiwa/hari 2,5 
5 Timbunan sampah domestik m3/hari 1 
6 Persentase timbunan sampah non Domestik % 20% 
7 Timbunan sampah non domestik m3/hari 0.63 
8 Total timbunan sampah 
 
m3/hari 3.500 




a Bak sampah (kapasitas 16m3) 
 
60 
b Gerobak (kapasitas 1m3) 
  
121 
c Truk sampah (kapasitas 16 m3) 
 
7 





4.4.6. Fasilitas Kebakaran 
Pada kawasan relokasi, penggunaan hidran sebagai sarana untuk mengatasi kebakaran mengacu pada 
KepmenKimpraswil 534/KPTS/M/2001, dengan mempersiapkan antara lain:       
a. Hidran  pada  jarak  200 m  di  tepi  jalan  atau  berupa  tandon  air  (kolam,  air  mancur,  
sungai  dan reservoir) 
b.   Akses bagi pemadam kebakaran untuk lingkungan permukiman. Dengan akses jalan mudah, 
titik hidran disiapkan di sepanjang jalan perumahan, radius capaian 50 m dari hidran. 
Kemampuan hidran halaman minimal 40 liter per detik pada tekanan 3,5 BAR mampu 
mengalirkan air selama 45 menit, Jika tidak ada pasokan air disiapkan reservoir yang mampu 
menjangkau radius capaiannya, minimal kebutuhan pilar hidran/sumber air adalah 1 pilar 
mampu melayani satu RW. 
c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) harus ditempatkan di lokasi yang memenuhi syarat 
sebagai berikut: setiap jarak 15 meter, di tempat yang mudah dijangkau dan dilihat. pada jalur 
ke luar arah refleks pelarian, memperlihatkan suhu sekitarnya, tidak terkunci, memperhatikan 
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jumlah bahan bakar, ukurannya, kecepatan menjalarnya, orang yang akan menggunakannya, 
kemungkinan timbulnya reaksi kimia, efek terhadap keselamatan dan kesehatan orang yang 
menggunakannya. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) hanya sebatas untuk memadamkan api 
pada mula kebakaran dengan ukuran relatif kecil dan dalam waktu tidak lebih dari 3 menit 
untuk bahan cair dan gas, tidak lebih dari 10 menit untuk bahan padat. 
 
5. SIMPULAN 
Simpulan status tanah Kelurahan Kertapati yang didapat melalui penyebaran kuistioner, wawancara, 
observasi, antara lain: 
a. Berdasarkan perhitungan tingkat kekumuhan di permukiman penduduk Kelurahan Kertapati yang 
mengacu pada standar perhitungan PU CK tahun 2006,  didapat indikator penyebab kekumuhan 
antara lain masalah lokasi pembuangan sampah (73,83%) dan pelayanan sampah yang belum ada 
(100%); letak strategis kawasan permukiman penduduk (88,57%) merupakan daya tarik bagi 
penduduk asli maupun pendatang untuk bertempat tinggal di Kelurahan Kertapati. Permasalahan 
jarak antarbangunan (84,76%), dan permasalahan tapak bangunan dan arah pandang yang tidak 
tertata (80%). Permasalahan pertambahan penduduk (1.01% tahun 2017). Dominasi sertifikat tanah 
(71,43%),  kondisi kepemilikan tanah (71,43%) merupakan faktor-faktor yang membentuk 
kawasan permukiman penduduk Kertapati menjadi kumuh.  
b. Penataan ruang untuk kebutuhan hunian dan infrastruktur di lahan relokasi di Kelurahan Kemas 
Rindo, dengan luas lahan 25 Ha yang terdiri atas18 Ha untuk rumah tapak dan 7 Ha untuk rumah 
susun sewa dan rumah susun milik. Berdasarkan perhitungan untuk rumah tapak tipe 36/72 m2 dan 
48/90 m2 total unit rumah terbangun 981 unit. Sementara untuk lahan 7 Ha direncanakan rusunawa 
dan rusunami sebanyak 22 tower beserta sarana infrastruktur penunjang. Total unit pembangunan 
hunian, baik rumah tapak dan vertikal akan menampung 2.779 unit hunian. Sarana prasarana 
permukiman yang akan disiapkan untuk kawasan permukiman relokasi antara lain, jalan 
lingkungan, drainase di sekeliling perumahan, saluran air kotor dan limbah, tempat pembuangan 
sampah sementara (TPS), RTH danRTNH, gedung sarana sosial budaya, jaringan air bersih, 
jaringan listrik, jaringan pemadam kebakaran, rencana jaringan telekomunikasi.  
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